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WALI KOTA CIREBON  

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN WALI KOTA CIREBON 

NOMOR 15 TAHUN 2019 

TENTANG  

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA CIREBON, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan mewujudkan 

penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, 

korupsi, dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Daerah Kota 

Cirebon, perlu adanya upaya pengendalian gratifikasi; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon 

tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan 

Pemerintah Daerah Kota Cirebon; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa 

Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 

Nomor 45) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang 

Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 

1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-

Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

 

 



-2- 
 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4150); 

  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5698); 

  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494);  

  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 



-3- 
 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia                     

Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4890); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5135); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041);   

  12. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi 

Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka 

Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-

2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012    

Nomor 122);   

  13. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2101) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 

Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi 

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan 

Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 1863); 
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  14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari 

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di 

Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813); 

  15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh 

Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota 

Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Cirebon Nomor 69); 

  16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon 

(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70); 

  17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri E); 

  18. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 45 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata 

Kerja Inspektorat Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota 

Cirebon Tahun 2016 Nomor 45); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA CIREBON TENTANG PEDOMAN 

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

DAERAH KOTA CIREBON. 

  
BAB I  

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah Kota adalah Kota Cirebon. 

2. Pemerintah Daerah Kota adalah adalah Wali Kota sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah otonom. 



-5- 
 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon. 

4. Pejabat/Pegawai Pemerintah Kota Cirebon yang selanjutnya 

disebut Pejabat/Pegawai adalah Wali Kota, Wakil Wali Kota, 

Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara, Dewan 

Pengawas BUMD, Direksi BUMD, Pegawai BUMD, Pegawai yang 

bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota 

Cirebon.  

5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK 

adalah lembaga negara yang independen dengan tugas dan 

wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, 

yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan 

DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah. 

7. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, 

barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket 

perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan 

cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam 

negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan 

menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. 

8. Gratifikasi yang wajib dilaporkan adalah penerimaan dalam 

bentuk apapun yang diperoleh pejabat/pegawai yang diduga 

memiliki keterkaitan dengan jabatan penerima dan yang 

bertentangan dengan kewajiban atau tugas pejabat/pegawai. 

9. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan adalah penerimaan 

dalam bentuk apapun yang diperoleh pejabat/pegawai yang 

tidak memiliki keterkaitan dengan jabatan penerima dan tidak 

bertentangan dengan kewajiban atau tugas pejabat/pegawai. 

10. Gratifikasi yang terkait kedinasan adalah penerimaan dalam 

konteks hubungan antar lembaga yang diperoleh secara sah 

dalam penugasan resmi oleh Pemerintah Daerah Kota, yang 

diberikan secara terbuka, yang berlaku umum dan memenuhi 

prinsip kewajaran dan kepatutan. 

 

 

 


